BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada
permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan
jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin.

Dilihat dari sisi hukum positif maupun hukum Islam pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah diatur sedemikian rupa,
yakni pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengalihan hak
atas tanah. Tujuannya adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran
dalam kehidupan bersama.

Pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan
jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin diantaranya terbagi kedalam 9
tahapan yaitu: Pembentukan Tim, Survey Awal, Sosialisasi/Penyuluhan,
Pengukuran, Penilaian, Verifikasi Data, Rapat Tim, Musyawarah
Penyampaian dan Penetapan besaran ganti kerugian dan Pembayaran ganti
kerugian. Tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang
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Permasalahan dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah dalam

pembangunan jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin dan Upaya

mengatasi permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan ganti

rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jembatan Sungai Lulut Kota

Banjarmasin, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah sebagai

berikut:

a.

Pembebasan Lahan di Jalur Hijau, menjadi faktor utama terjadinya
perbedaan dalam besaran nilai ganti rugi yang menjadi permasalahan
dalam pengadaan tanah. Upaya yang dilakukan dalam permasalahan
ini yaitu memberikan sosialisasi mengenai jalur hijau/ RTH di
wilayah terkait.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam
pembangunan dan pemahaman mereka mengenai arti kepentingan
umum dan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi sosial atas tanah.
Upaya yang dilakukan dalam permasalahan ini yaitu melakukan
sosialisasi mengenai fungsi sosial atas tanah dan pembangunan
untuk kepentingan umum.

Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah/tim
pengadaan tanah, dilihat dengan adanya beberapa masyarakat yang
tidak ikut serta dalam tahapan yang seharusnya dilakukan.

Lahan tanpa bukti kepemilikan yang jelas, menyebabkan sulitnya

menentukan Pihak yang Berhak atas ganti rugi yang diberikan.



93

e. Ketidaksepakatan dengan harga yang ditetapkan, karena nilai
besaran ganti rugi masih dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang
didapatkan. Upaya yang dilakukan dalam permasalahan ini yaitu
melakukan pendekatan secara personal kepada pihak yang berhak
dan tidak sepakat dengan besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan.

f. Kurangnya waktu pelaksanaan pengadaan tanah, tahapan-tahapan
pengadaan tanah membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Dalam pandangan hukum Islam, mengenai pembebasan lahan tanah dan
atau bangunan oleh pemerintah khususnya untuk kepentingan umum adalah
sangat diperbolehkan, karena sebenarnya setiap tanah pada suatu negara adalah
milik negara dan apabila sewaktu-waktu negara akan mengambilnya maka
pemilik harus merelakannya, namun tentunya harus dengan adanya syarat-syarat
tertentu seperti pemberian ganti rugi sehingga tidak akan merugikan pihak yang
terdampak. Permasalahan-permasalahan yang terjadi juga harus diselesaikan
dengan mengutamakan prinsip-prinsip baik dalam hukum positif maupun hukum

Islam.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan
saran-saran sebagai berikut:
1. Saran kepada pemerintah.
a. Pemerintah diharapkan dalam menentukan besaran nilai ganti rugi

atas lahan yang dibebaskan harus memperhatikan kesejahteraan
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masyarakat agar tetap bisa memiliki kehidupan yang layak
kedepannya.

b. Pemerintah perlu memberikan pemahaman atau penyuluhan secara
mendalam dan konsisten lagi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan umum, khususnya mengenai pertanahan, seperti
fungsi sosial atas tanah, lahan untuk Ruang Terbuka Hijau/Jalur
Hijau, dan sosialisasi-sosialisasi lainnya terkait yang tidak hanya
dilaksanakan saat akan dilaksanakan pembangunan, namun juga
dilakukan jauh-jauh hari agar masyarakat bisa mempersiapkan solusi
atas dampak yang nantinya akan mereka temui. Sehingga diharapkan
kedepannya, permasalahan mengenai penolakan dalam pelepasan
hak atas tanah bisa diminimalisir.

2. Saran bagi pelaksana pengadaan tanah.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum di kemudian hari, perlu adanya suatu persiapan yang sudah matang
dari segala pihak, baik dari pihak pelaksana perencanaan pembangunan
maupun pelaksana pengadaan tanah. Pelaksana pengadaan tanah haruslah
bermusyawarah dengan seksama kepada masyarakat agar dikemudian hari
tidak terjadi ketidaksinambungan antara warga dengan pelaksana pengadaan
tanah.

3. Saran kepada masyarakat.
Bagi masyarakat terkena pembebasan lahan pembangunan Jembatan

Sungai Lulut ataupun yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
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lainnya, khusunya yang berada di jalur hijau agar lebih memahami mengenai
fungsi sosial atas tanah, pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum,
dan memahami mengenai rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH), juga
memahami pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah menurut
hukum seperti sertifikasi, balik nama dan sebagainya, sehingga tidak akan
mempermasalahkan mengenai besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan
apabila terdapat hal-hal ataupun persyaratan yang bisa mengurangi besaran
nilai ganti rugi, dan masyarakat hendaknya percaya kepada pemerintah
ataupun pelaksana pengadaan tanah untuk melakukan pengadaan tanah
sehingga pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat

dilaksanakan secara lebih baik di masa mendatang.



